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Salah satu ekspektasi wakil masyarakat adalah tersalurkannya aspirasi 
mereka melalui anggota dewan yang mereka pilih, dengan mekanisme 
penjaringan dan penyaluran aspirasi. Realitas politik yang 
berkembang saat ini mengisyaratkan kepada anggota dewan terpilih 
harus menyerap aspirasi dengan memnfaatkan reses dan saat 
melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil). Anggota 
DPRD telah melakukan perilaku politik dengan masyrakat meskipun 
perilaku yang dilakukan tidaklah seperti yang diinginkan, dalam 
pelaksanaan reses dengan wakil masyarakat, banyak sekali masukan-
masukan dari masyarakat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan 
bagi pemerintah dalam membuat kebijakan, sehingga kebijakan yang 
dibuat tepat sasaran dan tepat guna. Ada beberapa permasalahan yang 
dihadapi dalam melakukan prilaku anggota dewan ini diantaranya 
berkenaan dengan masalah disiplin menajemen waktu kerja, kurang 
pahamnya tupoksi kerja, kurangnya penguasaan media informasi dan 
teknologi. sehingga berdampak bagi anggota dewan dalam prilaku 
politik yang dianggap tidak aspiratif. Anggota DPRD harus berprilaku 
dengan baik kepada wakil masyarakatnya karna dengan sisitem politik 
lokal yang mengakibatkan anggota DPRD dalam menjaankan 
fungsinya tidak terwujud. Penelitian ini adalah penelitian lapangan 
(field risearch) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk 
mempelajari secara dalam mengenai keadaan latar belakang dan 
interaksi lingkungan satu unit sosal baik individu kelompok, lembaga 
atau masyrakat. Menurut sifat penelitiannya ini nbersifat deskriftif, 
danmenggunakan teknik purpsive sampling yakni teknik pengambilan 
sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun informan dalam 
penelitian ini ialah yang terdiri dari dapil 2 angota DPRD Lampung 
Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prilaku anggota 
DPRD lampung selatan dalam menjalan fungsi kader parpol dan wakil 
masyarakat, telah dijalan kan dengan baik telah sesuai dengan 
peraturan dan mekanisme yang berlaku, dan fungsi anggota DPRD 
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tersebut dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat sebagai 
berikut: Anggota DPRD Melakukan rapat kerja, kunjungan kerja, 
rapat dengar pendapat. Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi 
perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan 
wakil masyarakatadalah faktor Pendidikan, Pengalaman berorganisasi, 
dan kedisiplinan terkategori sebagai faktor pendukung, diharapkan 
dapat dioptimalkan anggota DPRD dalam menunjang kemampuan 
pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai hak yang dimiliki demi kemajuan 
bersama. Upaya memperbaiki kualitas dan fungsi DPRD dibentuklah 
suatu kode etik yang bertujuan sebagai patokan atau pedoman tentang 
sikap dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya selama 
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Katakanlah (Muhammad) “Wahai Tuhan pemilik kekuasaaan, Engkau 
berikan kepada siapa pun yang engkau kehendaki, dan engkau cabut 
kekuasaan dari siapa pun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan 
siapa pu yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapa pun yang 
engkau kehendaki. Ditangan engkaulah segala kebajikan, sungguh 
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A. Penegasan Judul  
Judul merupakan hal yang sangat penting dari karya ilmiah, 
karena judul akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi 
skripsi. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna 
yang terkandung dalam judul penelitian ini, penulis merasa perlu 
untuk memberikan penegasan terhadap judul seperlunya. Judul 
skripsi ini adalah “Perilaku Anggota Dewan Dalam 
Menjalankan Fungsi Kader Parpol dan Wakil Masyarakat”. 
Judul tersebut terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan 
sebagai berikut. 
 Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai 
tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau 
lingkungan.
1
 Definisi ini juga dapat menunjukan adanya nilai 
bahwa perilaku adalah reaksi terhadap stimulus yang diberikan 
secara internal (psikologis) maupun eksternal (sosiologis). 
Kemudian perilaku politik menurut David.E Apter dalam buku 
pengantar analisa politik menjelaskan bahwa perubahan perspektif 
penting untuk mengamati tindakan individual. Artinya dapat 
dikatakan bahwa definisi perilaku dalam konteks ini adalah 
tanggapan atau reaksi individu terhadap aktivitas politik dalam 
suatu negara. 
 Anggota dewan adalah bagian tubuh majelis atau badan yang 
terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, 
memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding. 
Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat 
DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan  pemerintahan 
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 Dalam hal ini anggota dewan juga mempunyai fungsi 
yaitu legislasi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan 
daerah, Anggaran yang memiliki kewenangan dalam hal anggaran 
daerah, serta pengawasan yang didalamnya memiliki kewenangan 
dalam hal mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan lainnya 
serta kebijakan pemerintah daerah. Kedudukan DPRD sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD  
sebagai  institusi  yang  sejajar  dengan  pemerintah  daerah. 
 Masyarakat menururt selo soemardjan adalaha orang-orang 
yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. dalam istilah 
bahasa Inggris adalah society yang berasal dari kata latin socius 
yang berarti kawan. Istilah masyarakat berasa dari kata bahasa 
Arab syaraka yang berarti ikut serta dan berpartisiapasi. Jadi dalam 
hal ini bisa dikatakan Wakil masyarakat adalah sekelompok orang 
yang dibentuk sebuah sistem semi tertutup atau sebaliknya melalui 
pemilih didaerah pilihannya, yang kemudian dijadikan pendukung 
partai politik ataupun calon anggota dewan yang dicalonkan dari 
awal sampai berikutnya dia tetap menjadi pendukung pemilih setia 
dalam pemilihan. 
 Berdasarkan uraian diatas maksud dari judul ini adalah suatau 
penelitian yang membahas tentang segala bentuk perilaku anggota 
dewan yang dilihat dari aspek dalam menjalankan fungsi, baik 
sebagai kader parpol maupun dengan wakil masyarakat dari sini 
penulis ingin mengetahu keterkaitan anggota dewan dengan partai 
yang telah menjadikannya sebgai ngoota dewan, kemudian apakah 
sebagai kader ia sudah menjalankan apa yang diinginkan partai dan 
melihat hubungan antara masyarakat yang ada didaerah pilihan, 
karena secara tidak langsung anggota dewan adalah sebagai wakil 
rakyat yang semestinya menjalankan fungsinya dengan baik. 
 Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, baik 
itu tersurat maupun tersirat dan hal diatas jugalah yang melatar 
belakangi penulis untuk membuat suatu karya ilmiahyang berupa 
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sebuah skripsi yang berjudul “Prilaku Anggota Dewan Dalam 
Menjalankan fungsi Kader Parpol dan Wakil Masyarakat” 
 
B. Latar Belakang Masalah 
 Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. 
Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat 
menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam sistem demokrasi 
perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-
wakil rakyat yang berada di lembaga perwakilan rakyat yang 
disebut parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri dari MPR, DPR, 
DPD, dan DPRD. 
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga 
negara dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan 
lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 
3: “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemiliahan umum. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. 
DPRD Kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta 
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 
Berdasrkan UU No 23 Tahun 2014 pemerintahan daerah, pada 
pasal 149 ayat 1 dipaparkan bahwa terdapat tiga fungsi Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:  
a. fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan daerah; 
b. fungsi budgeting, yaitu fungsi penetapan anggaran; 
c. fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap 




  Guna memaksimalkan kinerja para anggota Dewan 
perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam menjalankan 
                                                          





fungsinya dan demi mencapai keberhasilan pencapaian tujuan 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan tiap anggota-
anggota DPRD dalam menjalankan tugas, maka dibentuklah suatu 
kode etik yang bertujuan sebagai patokan atau pedoman tentang 
sikap dan perilaku yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya 
selama menjabat sebagai anggota DPRD. Kode etik profesi 
tentunya hanya berlaku efektif apabila dijiwai dan dihayati oleh 
cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi 
tersebut. 
Lonto dan Pangalila, menjelaskan “masalah etika dan moral 
juga mulai harus dipertimbangkan sejak penyusunan Perda sampai 
kepada implementasi perda dan pemberlakuannya di tengah-tengah 
masyarakat”.
4
 faktor etika dan  moral yang melandasi tahap 
tersebut sangat penting dan sangat strategis dalam pembangunan 
bangsa dan negara ini dan sangat menentukan bentuk dan wajud 
serta karakter peraturan yang dihasilkan dan kondisi masyarakat 
yang akan diciptakan dengan peraturan tersebut. Kajian 
Zulkarnain, pasca reformasi hingga tahun 2010 dengan konfigurasi 
politik yang lebih demokratis, fungsi pengawasan DPRD telah 
mendapatkan ruang yang lebih luas untuk dipraktekkan. Namun 
perkembangan positif tersebut belum dimanfaatkan secara 
maksimal oleh DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya 
atas pemerintah. Bahkan cenderung mempermainkan fungsi 
tersebut untuk menjadi alat tawar menawar antara DPRD-
Pemerintah. Maka tidakkah rumusan fungsi pengawasan DPRD di 
dalam undang-undang lembaga perwakilan telah memberikan 




Berbicara tentang politik tidak terlepas dari partai-partai 
politik yang bermunculan baik itu berbasis Islam maupun 
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Nasionalis, di sini kita bisa melihat betapa banyaknya partai yang 
bermunculan di Indonesia kemudian partai-partai yang ada hanya 
mengejar tujuan-tujuan tertentu baik itu kelompok maupun 
golongan tidak memikirkan definisi politik itu sendiri. 
Akan tetapi, kegiatan politik ini banyak menimbulkan konflik 
karena nilai-nilai (baik yang materil maupun mental) yang dikejar 
biasanya langka sifatnya. Di pihak lain di negara demokrasi, 
kegiatan politik ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan 
manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini politik pada dasarnya 
dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (conflik 
resolution) atau konsensus (consensus). 
Hal ini tidak dapat di sangkal bahwa dalam pelaksanaannya 
kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup 
segi-segi yang buruk atau negatif. Hal ini disebabkan karena 
mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun 
nalurinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam 
sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan 
mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga, malu, dan marah. Tidak 
heran jika dalam kehidupan sehari-hari kerap kali kita berhadapan 
dengan banyak kegiatan yang tak terpuji seperti yang dirumuskan 
oleh Peter Melk politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah 
perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan 
diri sendiri (politics at its worst is a selfish grab for fower, glori 
and riches) yaitu perbuatan kuasa, tahta, dan harta.
6
 
 Hakekatnya partai politik adalah alat perjuangan politik bagi 
masyarakat, tetapi tidak sedikit justru juga sering mengundang 
konflik (pemicu konflik) yang terjadi di masyarakat. lebih parah 
lagi dan ironis pula, konflik justru berawal dari dalam tubuh partai 
(internal partai) atau antar partai kemudian menjalar ke masyarakat 
luas.partai bukanlah agama yang harus bersikap fanatik. Partai 
adalah sarana, kendaraan politik juga alat untuk memperjuangkan 
kepentingan politik. Jadi  tidak perlu mengorbankan nilai-nilai 
kemanusiaan kita demi mempertentangkan suatu kepentingan 
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tertentu dalam partai. Dalam hal perbedaan pendapat adalah wajar 
dalam kehidupan politik. Malah seharusnya dalam kehidupan 
berpartai itu selalu terjadi perbedaan pendapat, sehingga 
menimbulkan kritis dan dinamis, akan tetapi tidak harus 
berkembang menjadi konflik atau melahirkan dendam politik. 
 Dalam kehidupan masyarakat luas, dimana berbagai 
kepentingan bercampur baur, tidak sedikit melahirkan konflik dan 
semua beradu untuk mendapatkan kemenangan. Di samping mudah 
terpicu konflik horizontal di antara warga masyarakat sendiri, juga 
tidak sedikit melahirkan konflik vertikal, yaitu pertentangan 
terhadap kebijakan pemerintah. Dalam kondisi demikian ini, partai 
politik harus tampil sebagai penengah dan menjadi peredam 
konflik. 
Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa dan 
menginformasikan kehendak politik penguasa kepada masyarakat. 
dalam hal konflik terjadi di tengah masyarakat, partai politik 
hendaknya mampu menyelesaikan konflik melalui penyelesaian 
politis, antara partai politik yang mewakili suara komunitas 
masing-masing di DPRD. 
Berdasarkan pengamatan penulis ada beberapa indikator yang 
menyebabkan keberadaan anggota lembaga legislatif dewasa ini 
kurang memenuhi persyaratan sebagaimana diharapkan oleh 
masyarakat. Indikator tersebut terlihat dari beberapa fakta yang 
dimuat pada beberapa media masa dan media internet. Dari fakta-
fakta yang diungkapkan dalam media masa atau internet tersebut, 
menunjukan rendahnya kredibilitas dan integritas anggota lembaga 
legislatif yang memprihatinkan di berbagai tempat. Kondisi 
demikian memperlihatkan adanya pelanggaran norma dan etika 
yang terjadi di berbagai tatanan lembaga legislatif baik di tingkat 
nasional maupun daerah. 
Beberapa indikator rendahnya kridibilitas dan integritas  
perilaku anggota dewan sebagai kader parpol dan wakil rakyat 
sebagai berikut. 






b. Sumber daya manusia partai politik dari pendidikan sangat 
beragam, namun mayoritas berpendidikan rendah; 
c. Sistem legislasi pemerintahan daerah; 





Berdasarkan uraian diatas, untuk menjalankan fungsinya 
dengan baik ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan 
adalah kinerja anggota dewan sebagai ujung negara dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat selain itu kinerja anggota dewan 
merupakan hal penting dalam menunjang keberhasilan 
pembangunan. Akan tetapi, adanya fakta dan keluhan masyarakat 
yang menunjukan bahwa 3 anggota dewan maksimal kinerjanya 
diantaranya Malik Ibrahim dari fraksi Gerindra, Suhar pujianto dari 
Fraksi PDIP dan Abu Bakrie dari Fraksi Demokrat. apalagi kinerja 
yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Fenomena 
ini nampak pada kantor DPRD Kabupaten Lampung Selatan 
misalnya, anggota dewan pada Dapil 2 yang tidak tahu akan 
tupoksi kerja, kurang nya penguasaan media informasidan 
teknologi. Dan kurang disiplin dalam menajemen waktu kerja. 
Rendahnya perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsinya 
yang diperlihatkan anggota dewan juga dapat dilihat daftar hadir 
yang terlihat masih kurang disiplin dalam kehadiran. 
Berdasarkan  latar belakang masalah  yang telah Penulis 
paparkan di atas, baik itu tersurat maupun tersirat dan dari hal 
diatas jugalah yang melatar belakangi Penulis untuk membuat 
suatu karya ilmiah yang berupa sebuah Skripsi yang berjudul 
“Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi Kader 
Parpol dan Wakil Masyarakat”. 
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C. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian ini mengkaji atau membahas tentang 
Perilaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Dapil 2  Periode Tahun 2019-2024 di Kabupaten Lampung 
Selatan dalam menjalankan fungsi legislasi, Anggaran dan  
pengawasan yang mewakili kepentingan parpol dan aspirasi 
masyarakat . Secara spesifik penelitian ini akan melihat 
bagaimana kinerja anggota DPRDmenjalankan fungsinya sebagai 
legislatif . Sedangkan subjek yang di teliti ialah seluruh anggota 
legislatif Dapil 2 yang ada di DPRD Kabupaten Lampung 
Selatan. 
 
D. Rumusan Masalah  
Adapun rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut. 
1. Bagaimana perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi 
kader parpol dan wakil masyarakat? 
2. Apa saja Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota 
dewan dalam menjalankan fungsi kader parpol dan wakil 
masyarakat? 
 
E. Tujuan Penelitian  
Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang ingin dicapai 
dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui :  
1. Perilaku anggota dewan dalam menjalankan fungsi kader 
parpol dan wakil masyarakat. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku anggota dewan 








F. Signifikansi Penelitian   
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara teoritis, penelitian  ini  diharapkan mampu menambah 
khasanah ilmu bagi pembaca dalam bidang politik sejauh 
mana perilaku anggota dewan menjalankan fungsinya kepada 
wakil masyaraktat serta mengerti bagaimana keduanya 
melaksanakan program dengan berjalan baik sesuai dengan 
keinginan keduanya. 
2. Secara praktis, sebagai pembelajaran bagi penulis dan 
kedepannya dapat menjadi contoh menjadikan anggota dewan 
dapat menjalankan fungsinya sebagai kader dan wakil 
masyarakat dan mealaksanakan tugasnya dengan baik dan 
sesuai dengan ketentuan peraturan daerah yang berlaku di 
DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 
 
G. Penelitian Yang Relevan 
Kajian atau tinjauan pustaka berisi teori-teori yang relevan 
dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian 
mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur 
yang tersedia. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau 
teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Dalam penelitian 
skripsi ini peneliti dapat mengemukakan beberapa referensi 
penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam mengkaji 
masalah terkait dengan judul tersebut, antara lain: 
1. Hendrarto dalam Jurnalnya berjudul “Peran dan fungsi partai 
politik dalam mencetak kader pemimpin (Mekanisme dan 
Tanggung Jawab Pemimpin)” Tahun 2006. 
Permasalahannya, bagaimana peran dan fungsi partai politik 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana 
mekanisme rekrutmen kader-kader partai calon pemimpin 
yang kita harapkan bersama itu, serta bagaimana tanggung 
jawab pemimpin. Kesimpulannya, partai politik adalah salah 
satu pilar utama demokrasi, dengan demikian diharapkan 





mengimplementasikan kepentingan rakyat terutama dalam 
mencetak kader-kader pemimpin bangsa yang kita harapkan 
bersama.  Penelitian ini berfokus pada peran partai dalam 
menciptakan kade-kader pemimpin. Penelitian penulis 
berfokus pada perilaku anggota dewan dalam menjalankan 
fungsi parpol dan wakil rakyat. 
8
 
2. Slaudia Asfica, JOM” Peran dan Perilaku Anggota Dewan 
Kota Pekanbaru Fungsi Legislasi Tahun 2015”.  Rumusan 
masalah, “Bagaimana sikap dan perilaku Anggota DPRD 
Kota Pekanbaru Pewriode 2014 – 2019 Dalam Pembahasan 
Ranperda PMB-RW?”. Kesimpulannya,  secara keseluruhan 
sikap dan perilaku Anggota Dewan dalam menjalankan 
fungsi legislasi khususnya ketika dalam Pembahasan 
Rencangan Peraturan Daerah Pemberdayaan Masyarakat 
Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) sudah dijalankan dengan 
baik. Akan tetapi terdapat sikap kurang terbuka antar sesama 
anggota dewan yaitu ketika sidang paripurna dengan agenda 
pengesahan Ranperda PMB-RW adanya anggota dewan yang 
mengaku belum mendapat draft Ranperda terkait.
9
 
3. Mohammad Hidayatturrahman, Jurnal “Peran Wakil Rakyat 
Dalam Pembangunan di Daerah Pemilihan Sumenep”.  
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran 
wakil rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat 
yang diwakili berbasis pada daerah pemilihan (Dapil) dalam 
pembangunan.Kesimpulannya, Anggota dewan dari wilayah 
kepulauan perlu menfokuskan perannya pada fungsi 
penganggaran dan legislasi yang diarahkan pada program 
pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana yang terkait 
dengan hajat hidup dan kebutuhan mendasar warga 
kepulauan, terutama pembangunan infrastruktur jalan, sarana 
dan prasana angkutan tranasportasi, gedung kesehatan dan 
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pendidikan, termasuk listrik yang sangat dibutuhkan oleh 
warga kepulauan. Jika itu dilakukan, maka peran anggota 
dewan akan lebih maksimal dirasakan warga kepulauan.
10
 
Dari tinjauan beberapa penelitian relevan diatas dapatlah diambil 
sebuah kesimpulan bahwa penelitian tentang judul yang 
penyusun buat belum pernah ada yang membahas sebelumnya, 
terutama pada aspek fungsi anggota dewan dalam menjalankan 
fungsi kader parpol dan wakil masyarakat. 
 
H. Metode Penelitian 
Metode Penilitian Metode penelitian merupakan suatu cabang 
disiplin ilmu pengetahuan yang membahas tentang bagaimana 
cara mendapatkan data yang valid.
11
 
1. Tipe Penelitian  
Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian 
deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran tentang 
masalah yang diteliti, menyangkut bagaimana kinerja dari 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Lampung Selatan dengan melihat dari aspek 
pelaksanaan legislasinya. Di mana data dikumpulkan serta 
diolah dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan 
topik pembahasan skripsi ini. Untuk memproleh suatu hasil 
penelitian yang komprensif dan valid secara ilmiah dalam 
sebuah penulisan karya ilmiah, tentu saja diperlukan metode 
sebagai sarana untuk memperoleh akurasi data yang dapat 
dipertangungjawabkan secara akademis. Adapun metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu 
mengumpulkan,menyusun, dan menelaah data yang relevan 
dengan topik kajian kemudian dianalisis.  
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2. Sumber Data  
a. Data Primer 
Dataprimer adalah data yang diperoleh langsung dari 
hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau 
informan seluruh anggota legislatif yang di DPRD 
Kabupaten Lampung Selatan  pada lokasi penelitian yang 
dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang 
relevan dan sebenarnya di lapangan.  
b. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data pendukung data primer 
dari literatur dan dokumen serta data yang isinya 
menyangkut tentang masalah yang bersangkutan dengan 
penelitian yang dikaji oleh peneliti, meliputi profil 
organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi 
yang diperoleh dari DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 
Serta rujukan buku, koran, dan internet yang dapat 
menjadi referensi bagi penelitian ini.  
3. Teknik Pengumpulan 
Data Suatu penelitian tentunya membutuhkan data dan 
informasi yang lengkap dan akurat. Teknik pengumpulan 
data menurut Sugiyono merupakan langkah yang paling 
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 
teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 
ditetapkan
12
. Untuk memperoleh data penelitian yang 
lengkap dan dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya, 
maka teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 
dalam mengambil beberapa data guna mendapatkan 
informasi ialah sebagai berikut: 
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a. Wawancara (Interview)  
Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data 
untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian 
interaksi antara pewawancara dan sumber informasi yang 
di wawancarai secara langsung. Wawancara dilakukan 
penulis dengan berbagai pihak yang bersangkutan dengan 
masalah yang sedang diteliti guna mengumpulkan data-
data secara maksimal. Dan penulis terlebih dahulu 
menetukan beberapa informan kunci sebagai data. 
Informan kunci yaitu orang yang di angap lebih mengerti 
dan mengetahui serta memehami pokok permasalahan 
yang akan di gali, dan informan kunci yaitu anggota 
dewan di DPRD Kabupaten Lampung Selatan dan 
masyarakat .  
b. Observasi  
Observasi atau pengamatan merupakan teknik 
pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian 
kualitatif. Dalam Sugiyono, observasi adalah metode 
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 
data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 
Observasi dilakukan untuk pembuktian terhadap 
informasi yang diberikan dengan fakta di lapangan
13
 . 
Penulis dalam penelitian ini mengamati secara langsung 
bagaimana kinerja anggota dewan dalam menjalankan 
fungsinya di DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 
c. Studi Dokumentasi 
Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan 
menggunakan dokumen resmi melalui bahan-bahan 
tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang 
menjadi obyek penelitian, baik berupa prosedur, 
peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan 
serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman) 






dilakukan peneliti di DPRD Kabupaten Lampung Selatan 
. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moloeng dokumen 
ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, 
yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan 
seorang penyidik. Dokumen digunakan dalam penelitian 
sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen 
sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, 




I. Sistematika Pembahasan 
Hasil penelitian  akan dimuat dalam bentuk karya ilmiah 
berupa skripsi yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari 
beberapa subbab sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Meliputi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 
penelitian,  rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, 
penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 
pembahasan.  
BAB IILANDASAN TEORI 
Bab ini meliputi kajian teori tentang perilaku anggota dewan 
dalam menjalankan  fungsi sebagai kader parpol dan wakil 
masyarakat serta definisi operasional. 
BAB IIIDESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 
Bab ini Menguraikan tentang gambaran umum objek dan 
penyajian fakta dan data penelitian. 
BAB IVANALISIS PENELITIAN  
Bab ini meliputi analisis penelitian dan temuan penelitian. 
BAB VPENUTUP 
Dalam bab ini, penulis menguraikan konklusi-konklusi hasil 
penelitian disertai rekomendasi sebagai implikasi dari penelitian. 
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A. Konsep Perilaku Politik 
Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang 
berkenaan ataupun 
berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam 




Perilaku polirik menurut David E. After adalah peerubahan 
perspektif penting untuk mengamati tindakan politik indiviual atau 
kelompok. Perhatian utama paham tingkah laku terletak pada 
hubungan antara pengetahuan politik dan tindakan politik, 
termasuk bagaimana proses pembetukan politik, bagaimana 
kecakapan politik diperoleh, dan bagaimana menyadari peristiwa-
peristiwa politik. Kategori pemikiran seperti ini biasanya dianggap 
sebagai ideologi yaitu sistem kepercayaan yang menciptakan pola-
pola tingkah laku yang penuh makna.
16
 Ideologi politik menurut 
Miriam Budiarjo merupakan himpunan nilai, ide-ide atau norma, 
kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh individu atau 
kelompok orang atas dasar  ia menentukan sikapanya terhadap 




Dalam teori sistem umum dikatakan politik terdiri dari suatu 
hubungan antara input, tuntutan, dan output sebagai kebijaksanaan 
pemerintah. Dorongan awal terdapat tindakan politik adalah hasrat 
untuk memperbesar manfaat. Teori-teori kegunaan mewakili 
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tingkahlaku politik seperti ekonomi politik dari pilihan-pilihan dan 
kesempatan-kesempatan. 
Keseimbangan politik itu ada bila sistem politik dapat 
memberikan umpan baik yang sesuai, baik model kegunaan 
maupun model psikologi juga sama-sama mengandalkan 
pengertian mengenai dorongan dan tanggapan atau input dan 
output, konsep-konsep yang menghubungkan yang 
berkesinambungan antara rakyat dan penguasa menurut kriteria 
tertentu. 
Model kegunaan umum dapat dinyatakan dalam bentuk 
sebuah sistem politik. Model ini mengambil asas-asas teori sistem 
umum, seperti distorasi informasi, kecendrungan untuk 
mengurangi ketegangan didalam, kesenjangan dan kepuasan 
berlebihan,. Model ini memakai pengertian bahwa semakin banyak 
energi yag diberikan kepada proses informasi dalam sistem, 
semakin besar kemungkinan sistem itu tetap hidup. David easton 
telah membangun sebuah model kegunaan untuk politik.
18
 
Perilaku politik menurut Sudijono Sastroatmodjo ditentukan 
pula oleh identitas bersama yang dimiliki masyarakat.
19
 Faktor 
pembentuk identitas bersama itu menurut Ramlan Surbakti 
mencakup identitas primordial, sakral, personal, dan civilitas.
20
 
Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, 
kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika 
seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan 
yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, 
satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat. 
Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, 
sikap, orientasi dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti 
pemberian suara, protes, lobi dan sebagainya. Persepsi politik 
berkaitan dengan gambaran suatu obyek tertentu, baik mengenai 
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keterangan, informasi dari sesuatu hal, maupun gambaran tentang 
obyek atau situasi politik dengan cara tertentu. 
Menurut (Sobolim, 2013) Perilaku politik atau (Politic 
Behaviour)adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/individu atau 
kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan 
politik.Seorang individu/kelompok diwajibkan oleh negara untuk 
melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilakupolitik 
adapun yang dimaksud dengan perilaku politik adalah: 
a. Melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat / 
pemimpin 
b.  Mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang 
mengikuti suatu partai politik atau parpol, mengikuti 
ormas atau organisasi masyarakat atau LSM (lembaga 
swadaya masyarakat) 
c. Ikut serta dalam pesta politik 
d. Ikut mengkritik atau menurunkan para pelaku politik yang 
berotoritas 
e. Berhak untuk menjadi pimpinan politik 
f. Berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya 
sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik 
yang telah disusun secara baik oleh undangundang dasar 
danperundangan hukum yang berlaku. 
 
B. Konsep Anggota Dewan 
Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan. 
Mekanisme perwakilan yang dianut Indonesia dinilai dapat 
menjamin keterwakilan aspirasi rakyat. Dalam sistem demokrasi 
perwakilan, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-
wakil rakyat yang disebut parlemen. Parlemen di Indonesia terdiri 
atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
Anggota dewan adalah bagian tubuh majelis atau badan yang 
terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, 





Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat 
DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 




Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga 
negara dalam ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan 
lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk 
undang-undang. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat 
3: “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota 
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-
anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) 
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. 
DPRD Kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta 
pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. 
DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan 
perintah daerah. Dalam kedudukannya yang sejajar itu, DPRD 
bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi 
pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan otonomi dan 
tugas pembantuan. 
 
C. Perilaku Anggota Dewan 
Perilaku politik adalah suatu kegiatan ataupun aktivitas yang 
berkenaan ataupun 
berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam 
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Pendekatan perilaku tidak menganggap lembaga-lembaga 
formal sebagai titik sentral atau sebagai aktor yang independen, 
tetapi hanya sebagai kerangka bagi kegiatan manusia. “Pendekatan 
perilaku mempelajari parlemen, maka yang dibahas antara lain 
perilaku anggota parlemen seperti pola pemberian suara (voting 
behavior) terhadap rancangan undang-undang tertentu (apakah pro 
atau anti, dan mengapa demikian), pidato-pidatonya, giat-tidaknya 
memprakarsasi rancangan undang-undang, cara berinteraksi 




Pendekatan perilaku, meneliti tidak hanya perilaku dan 
kegiatan manusia, melainkan juga orientasinya terhadap kegiatan 
tertentu seperti sikap, motivasi, persepsi, evaluasi, tuntutan, 
harapan dan sebagainya. Berdasarkan anggapan bahwa perilaku 
politik hanya salah satu dari keseluruhan perilaku, maka 
pendekatan ini cenderung untuk bersifat indisipliner, tidak saja 
mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor-faktor lainnya seperti 
budaya, sosiologis, dan psikologis. 
Di samping itu, pendekatan perilaku menampilkan suatu ciri 
khas yang revolusioner yaitu suatu orientasi kuat untuk lebih 
mengilmiahkan ilmu politik. Orientasi ini mencakup beberapa 
konsep pokok, yang oleh David Easton (1962) dan Albert Somit 
(1967), diuraikan sebagai berikut. 
a. Perilaku politik menampilkan keteraturan (regularities) yang 
perlu dirumuskan sebagai generalisasi-generalisasi yang 
kemudian dibuktikan atau diverifikasi kebenarannya. Proses 
verifikasi ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis 
data yang dpat diukur atau dikualifikasikan antara lain 
melalui statistik dan matematika; 
b. Harus ada usaha membedakan secara jenis antara norma 
(ideal atau standar sebagai pedoman untuk perilaku) dan 
fakta (sesuatu yang dpaat dibuktikan berdasarkan 
pengamatan dan pengalaman); 
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c. Analisis politik tidak boleh dipengaruhi oleh nilai-nilai 
pribadi si peneliti; setiap analisis harus bebas-nilai (value-
free), sebab benar/tidaknya nilai-nilai seperti misalnya 
demokrasi, persamaan, kebebasan, tidak dapat diukur secara 
ilmiah; 
d. Penelitian harus sistematis dan menuju pembentukan teori 
(theory building); 
e. Ilmu politik harus bersifat murni (pure science); kajian 
terapan untuk mencari penyelesaian masalah (problem 
solving) dan menyusun rencana perbaikan perlu dihindarkan. 





Pendekatan perilaku, tidak hanya mempelajari institusi-
institusi, tetapi juga manusia di dalamnya, seperti perilaku anggota 
dewan bagaimana mereka menjalankan tugas, dan memandang 
perilaku mereka sendiri. Ciri khas dari pendekatan perilaku ialah 
pandangan bahwa masyarakat dapat dilihat sebagai suatu sistem 
sosial, dan negara sebagai sustu sistem poltik yang menjadi 
subsistem dari sistem sosial. Dalam suatu sistem, bagian-bagiannya 
saling berinteraksi, saling bergantungan, dan semua bagian bekerja 
sama untuk menunjang terselenggaranya sistem itu. Sistem 
mengalami stess dari lingkungan, tetapi berusaha mengatasinya 
dengan memelihara keseimbangan. Dengan demikian sistem dapat 
bertahan. Perilaku yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
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D. Kedudukan dan Fungsi DPRD 
 Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan 
lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara 
pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD. 
Pemerintah daerah mencakup (a) pemerintahan daerah provinsi 
terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan DPRD provinsi; dan 
(b) pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 
pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. 
Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas kepala daerah dan 
perangkat daerah.  
Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD merupakan 
lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat 
pada kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 341 
undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota 
paretai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui 
pemilihan umum dan Pasal 342 menegaskan bahwa DPRD 
Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan yarkay daerah 
yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah Kabupaten/Kota. 
 Sebagaimana dikemukakan sebelumnya di muka bahwa 
DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 
DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal jalannya 
pemerintahan daerah. Berdasrkan UU No 23 Tahun 2014 
pemerintahan daerah, pada pasal 149 ayat 1 dipaparkan bahwa 
terdapat tiga fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 





1. fungsi legislasi, yaitu fungsi membentuk peraturan 
daerah; 
2. fungsi budgeting, yaitu fungsi penetapan anggaran; 
3. fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan 




Sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi 
lembaga legeslatif di daerah ini menjadi tiga, yaitu (1) fungsi 
pengawasan, (2) fungsi legislati, dan (3) fungsi representasi. Apa 
yang diatur dalam Pasal 292 ayat (92) dan pasal 343 ayat (2) UU 
27/2009 mengisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya 
menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, 
melainkan juga fungsi representasi.
26
 
Fungsi-fungsi tersebut dimiliki dan dijalankan oleh DPRD 
dalam kerangka mengemban amanat rakyat di provinsi dan 
kabupaten/kota.dapat dijelaskan bahwa fungsi legislasi adalah 
legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membuat 
peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran adalah 
fungsi yang dijalankan DPRD bersama-sama pemerintah daerah 
untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (APBD). Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dijalankan 
DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
undang-undang, peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 
serta kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 
Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberikan tugas 
dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala 
daerah. DPRD menetapkan peraturan-peraturan daerah untuk 
kepentingan daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya yang pelaksanaannya 
didelegasikan kepada daerah. DPRD dapat membela kepentingan 
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daerah dan penduduknya ke hadapan Pemerintah Pusat dan DPR 
dengan sepengetahuan kepala Daerah yang bersangkutan.
27
 
Sementara untuk menjalankan fungsi pengawasan, DPRD 
diberi tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan 
dan belanja daerah. Wewenang tersebut juga dilengkapi dengan 
hak DPRD untuk mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan hak 
menyatakan pendapat. Selain itu, wewenang dan hak DPRD 
tersebut juga ditambah dengan hak anggota DPRD untuk 
mengajukan eprtanyaan, meminta keterangan, mengajukan 
pertanyaan pendapat dan mengadakan penyelelidikan.
28
 Hak 
interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada 
Pemerintah daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang 
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara. Hak angket adalah hak DPRD untuk 
melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah 
yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah 
hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan 
Pemerintah Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi 





E. Indikator-Indikator Perilaku Anggota Dewan 
1. Kaderisasi 
Istilah kaderisasi berasal dari kata “kader”, kader pada 
mulanya berasal dari istilah militer atau perjuangan yang 
berasal dari kata carde yang didefinisikan sebagai pembinaan 
yang tetap sebuah pasukan inti yang sewaktu-waktu diperlukan. 
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Dalam definisinya menurut kamus ilmiah popular, kaderisasi 
adalah orang yang dididik untuk melanjutkan tongkat estapet 
dari suatu partai atau organisasi. 
Dalam kata lain, kader diartikan sebagai orang yang 
diharapkan dapat memegang peranan penting dalam sebuah 
organisasi. Kaderisasi dan rekrutmen merupakan dua hal yang 
merupakan bagian dalam proses mencetak seorang pemimpin. 
Kaderisasi politik dan sosialisasi politik merupakan dua hal 
yang saling berkaitan, karena Kaderisasi politik merupakan 
salah satu bagian dari sosialisasi politik. Sosialisasi politik 
adalah suatu proses memperkenalkan sistem politik kepada 
seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan 
serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. 
Kaderisasi politik merupakan proses pengisian jabatan-
jabatan pada lembaga-lembaga politik termasuk partai politik 
dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan 
menjalankan kekuasaan politik. 
Namun dalam kenyataanya, implementasi antara kaderisasi 
dan rekrutmen masih rancu dalam perpolitikan nasional, dimana 
masih banyak partai yang sulit membedakan antara keduanya. 
Dalam proses kaderisasi, terdapat dua macam prosesnya, yaitu: 
kaderisasi informal dan kaderisasi formal. Dalam kaderisasi 
informal, proses yang dilakukan dapat dilihat dari proses 
kehidupan sehari-hari manusia di lingkungan masyarakat. 
Hal ini dilihat dari kehidupan kanak-kanak hingga remaja 
dan dewasa sebagai proses pembentukan jati diri, sehingga 
memiliki keunggulan dan mampu bersaing dalam setiap aspek 
kehidupan bermasyarakat. 
Dalam kaderisasi informal terdapat beberapa kriteria atau 
indikator yang memperlihatkan kelebihannya, yaitu : 
a. Berkepribadian positif 
b. Gigih 





d. Mempunyai dedikasi terhadap organisasi 
e. Memiliki sifat dan sikap pasrah kepada Tuhan YME 
sebagai penentu yang mutlak. 
Kaderisasi formal, kaderisasi lebih ke arah formal melalui 
cara yang sudah direncanakan, bersifat sistematis, terarah, dan 
berkelembagaan sesuai dengan peraturan dan hukum yang 
berlaku di dalam organisasi tersebut. 
Istilah kader atau kaderisasi (proses pengkaderan) bukan 
sekedar predikat formal yang dimiliki oleh seseorang karena 
mengikuti pendidikan dan latihan tertentu, dan karena berbagai 
serifikat formal yang dimiliki.Istilah kader lebih mengacu pada 
dimensi substansial berupa kualitas perjuangan yang dimiliki 
seseorang.Kaderisasi dipandang sebagai upaya yang sistematik, 
terus menerus dan berkelanjutan secara konsisten untuk 
menumbuhkan, mengembangkan dan membentuk insan-insan 
pejuang bangsa dengan kualitas dan karakteristik tertentu. 
Kaderisasi haruslah merupakan proses yang terus menerus, 
yang dirancang dan diarahkan secara tertib, teratur dan 
berjenjang.Komponen utama kaderisasi adalah: 
a. Pendidikan kader, dimana disampaikan berbagai 
pengetahuan yang dibutuhkan. 
b. Penugasan kader, dimana para kader diberi kesempatan 
untuk melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan organisasi 
sebagai latihan pematangan dan pendewasaan. 
c. Pengarahan karir kader, dimana para kader diberi 
tanggung jawab yang lebih besar dalam berbagai aspek 




Selain ketiga komponen di atas, seorang kader juga harus 
memiliki cita-cita dan idealisme untuk berjuang atau 
nasionalistik. Idealisme ini merupakan motivasi atau kekuatan 
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pendorong seseorang untuk bersedia berjuang atau melibatkan 
diri dalam perjuangan. Dewasa ini, kecenderungan materialistis 
yang terlihat ditengah masyarakat membuat motif perjuangan 
dirasa terlalu naif dan tidak realistis. Sudah semestinya seorang 
kader dituntut untuk memiliki kemampuan berjuang sesuai 
dengan kapasitas dan bidangnya masing-masing karena hanya 
dengan kapasitas seperti itulah tujuan perjuangan dapat dicapai. 
Partai politik tidak bisa dilepaskan dengan proses kaderisasi 
di dalamnya apabila partai memiliki kader-kader yang baik dan 
berkualitas, maka partai tersebut akan mempunyai kesempatan 
lebih besar untuk mengembangkan diri. Hal tersebut menjadi 
sangat penting karena dengan memiliki kader yang baik, maka 
partai tersebut tidak akan kesulitan dalam menentukan 
pemimpinnya sendiri dan memiliki peluang untuk mengajukan 
calon ke bursa kepemimpinan nasional. Selain itu, rekrutmen 
politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus 
merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-
calon pemimpin. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan dalam 
Kaderisasi politik, antara lain melalui kontak pribadi, persuasi, 
ataupun cara-cara lainnya. 
Dalam kaderisasi pasti memberikan pengarahan dan 
pelatihan. Masalahnya adalah terkadang atau sering hal – hal 
yang disampaikan tidak dilakukan oleh pemberi pelatihan di 
kehidupan sebenarnya. Contoh dalam kaderisasi pemberi 
pelatihan mengatakan bahwa kita harus disiplin, tapi ternyata 
ketika dia rapat untuk mempersiapkan kaderisasi, dia sering 
terlambat. Hal inilah yang membuat banyak kaderisasi saat ini 
tidak berjalan.Rasulullah, dalam mengkader, tidaklah 
sembarangan. Beliau melakukan apa yang ia katakan. Sehingga 
kadernya menjadi taat dan melaksanakan apa yang beliau 
serukan.  
Kemampuan profesional semakin lama semakin terasa 
dibutuhkan, mengingat konsekuensi dinamika dan 
perkembangan masyarakat yang semakin membutuhkan 





salah satu ciri perkembangan ke arah modernisasi yang perlu 
disadari sepenuhnya dan diberi respon dengan meningkatkan 
kapasitas dan profesionalisme. Seorang kader juga diharapkan 
memiliki stamina atau daya tahan perjuangan karena pada 
dasarnya tidak ada proses dari pembahasan tersebut dapat 
dilihat bahwa kaderisasi merupakan proses perjuangan seorang 
kader dimana dengan motivasi dan idealismenya yang tinggi 
diarahkan untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. 
Kaderisasi bukan merupakan proses yang cepat, akan tetapi 
berjenjang, sistematik, terus menerus dan cenderung 
memerlukan waktu yang cukup lama. Maka dari itu, kaderisasi 
pada setiap partai politik memiliki cara tersendiri untuk melatih 
kader mereka yang biasanya terkait dengan penanaman ideologi 
dan garis perjuangan partai 
Kaderisasi merupakan suatu proses pengkaderan yang 
dilaksanakan secara terus menerus, sistematik dan konsisten 
mencakup tidak saja aspek kognitif tetapi juga motivatif.  
a. Pendidikan Kaderisasi 
Kaderisasi sebagai pendididkan jangka panjang untuk 
pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara 
mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga 
nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. 
Kaderisasisuatu organisasi dapat dipetakan menjadi dua ikon 
secara umum. Pertama, pelaku kaderisasi (subyek). Dan 
kedua, sasaran kaderisasi (obyek).  
Untuk yang pertama subyek atau pelaku kaderisasi 
sebuah organisasi adalah individu atau sekelompok orang 
yang dipersonifikasikan dalam sebuah organisasi dan 
kebijakan-kebijakannya yang melakukan fungsi regenerasi 
dan kesinambungan tugas-tugas organisasi. Sedangkan yang 
kedua adalah obyek dari kaderisasi, dengan pengertian lain 
adalah individuindividu yang dipersiapkan dan dilatih untuk 
meneruskan visi dan misi organisasi. 
Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi yang 





ada proses perputaran dan pergantian disana. Namun satu 
yang perlu kita pikirkan, yaitu format dan mekanisme yang 
komprehensif dan mapan, guna memunculkan kader-kader 
yang tidak hanya mempunyai kemampuan di bidang 
manajemen organisasi, tapi yang lebih penting adalah tetap 
berpegang pada komitmen sosial dengan segala dimensinya. 
Sukses atau tidaknya sebuah institusi organisasi dapat 
diukur dari kesuksesannya dalam proses kaderisasi internal 
yang di kembangkannya. Karena, wujud dari keberlanjutan 
organisasi adalah munculnya kader-kader yang memiliki 
kapabilitas dan komitmen terhadap dinamika organisasi 
untuk masa depan. 
Jadi dalam pendidikan kaderisasi memiliki tugas atau 
tujuan sebagai proses humanisasi atau pemanusiaan dengan 
cara transofmasi nilai-nilai agar tri dharma perguruan tinggi 
dapat terwujud. Pemanusiaan manusia disini dimaksudkan 
sebagai sebuah proses mentransfer nilai-nilai yang membuat 
manusia agar mampu meningkatkan potensi yang 
dimilikinya (spiritual, intelektual dan moral). Jadi dengan 
sendirinya, dalam kaderisasi harus terdapat sebuah persiapan 
agar mampu beradaptasi dan berintegrasi melalui 
konsientisasi dalam proses dimana manusia mendapatkan 
kesadaran yangterus semakin mendalam tentang realitas 
kultural yang melingkupi hidupnya dan akan 
kemampuannya untuk merubah realitas itu dalam ranah 
pembebasandari dehumanisasi, dalam hal pendidikan, 
penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
Maka dapat disimpulkan bahwa kaderisasi bukanlah 
agenda yang selesai dalam waktu yang singkat. Proses 
pendidikan hanya akan dapat berhasil ketika telah dijalankan 
secara simultan dan menyentuh aspek yang menyeluruh. 
Tidak sekedar mengajar tapi mendidik. Tidak hanya 
mengembangkan aspek kognitif, namun memaksimalkan 
aspek afektif dan psikomotorik. Dalam kegiatan ini, yang 





kognitif) dan peningkatan kesadaran dan dorongan berjuang 
(bersifat motivatif). Peningkatan pengetahuan dibutuhkan 
sebagai bekal untuk dapat melakukan pengamatan, agar 
analisis yang dilakukan berwawasan luas dan rasional 
terhadap berbagai persoalan yang ada di sekelilingnya.Tetapi 
meningkatnya pengetahuan tidaklah cukup tanpa diimbangi 
oleh adanya kesadaran dan dorongan untuk menggunakan 
pengetahuan yang didapat dalam rangka perjuangan 
menggapai tujuan (citacita). Dalam pendidikan kader perlu 
diberikan pengetahuan yang bersifat motivatif yang 
berdasarkan pada pengetahuan yang luas, sehat dan 
mendalam. 
Proses pengkaderan atau kaderisasi yang dilakukan oleh 
parpol terhadap anggota partai calon kader merupakan 
kelanjutan dari fungsi parpol, yaitu fungsi edukasi 
(pendidikan) dan fungsi rekrutmen. Parpol sejatinya dalam 
menjalankan fungsi pendidikan politik tidak boleh pilih 
kasihhanya kepada anggota sajatetapi juga kepada semua 
warga negara. Namun demikian fungsi pendidikan politik 
tetap dijalankan oleh internal parpol sebagai kelanjutan dari 
fungsi rekrutmen, dimana parpol setelah merekrut individu-
individu dari masyarakat menjadi anggota akan memberikan 
pendidikan politik. 
Setiap anggota partai politik belum tentu otomatis 
menjadi kader partai. Bagi anggota yang tertarik untuk 
menjadi kader partai, terlebih dahulu haruslah mengikuti 
proses seleksi untuk menjadi kader. Kemudian setelah lulus 
seleksi, anggota tersebut harus mengikuti proses 
pengkaderan yang dilakukan oleh parpol dalam rangka 
pelaksanaan fungsi pendidikan politik. Selama mengikuti 
proses pengkaderan, calon kader itu akan mendapatkan 
pendidikan politik kader. 
Pendidikan politik kader bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas kader sebagai calon pelanjut kepemimpinan partai 





berorientasi kepada pemantapan dan pengembangan 
program partai. Pendidikan ini lebih bersifat memelihara 
mekanisme demokrasi yang diklasifikasikan ke dalam tiga 
jenjang, yaitu: 
1. Jenjang pertama pendidikan diarahkan untuk: 
a. pemahaman arti berorganisasi, 
b. menanamkan loyalitas terhadap organisasi, 
c. memantapkan dedikasi. Jenjang ini biasanya 
diperuntukkan bagi kader pemula. 
2. Jenjang kedua pendidikan diarahkan untuk: 
a. membuka wawasan berpikir yang berdasar ideologi 
partai, 
b. menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam 
pengembangan organisasi, 
c. meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi jenjang 
ini diperuntukkan bagi kader madya.  
3. Jenjang ketiga pendidikan diarahkan untuk: 
a. membentuk sumber insani organisasi yang memiliki 
kemampuan konseptual, 
b. membidik cara berpikir sistematis dan strategis,  
c. membidik agar memiliki kemampuan menganalisis 
peristiwa politik,  
d. mendidik berpikir futuristic. Jenjang ini 
diperuntukkan bagi caloncalon politisi.  
 
B. Pengembangan Kaderisasi  
Pengembangan kader bertujuan untuk mematangkan dan 
mendewasakan kader melalui tantangan yang terdapat di 
tengah masyarakat, melalui akumulasi pengalaman dan 
penghayatan atas kehidupan masyarakat, sehingga 





kearifan dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. 
Pada tahap lebih lanjut, para kader diharapkan dapat mencari 
dan menemukan secara kreatif tantangan-tantangan tersebut 
dalam penghayatan dan pergumulannya di tengah 
masyarakat. Dengan demikian kemandirian akan tumbuh 
dan berkembang dalam dirinya, perjuangan mereka akan 
menjadi bagian dari jiwa dan kehidupannya. Pematangan 
dan pendewasaan kader inilah yang dirasakan sekarang ini 
sebagai bagian yang cukup sulit dalam melakukan 
kaderisasi. 
Dalam kegiatan kaderisasi, diharapkan tujuan akhir yang 
hendak dicapai yakni untuk menciptakan seorang kader yang 
tidak berpandangan atau berwawasan sempit, sektoral, dan 
hanya patuh secara buta terhadap satu kepentingan golongan 
tertentu tanpa melihat kepentingan nasional. Prinsip jiwa 
nasionalisme atau patriotisme ini menghendaki setiap kader 
secara sukarela dan ikhlas menempatkan kepentingan 
nasional diatas kepentingan pribadi atau golongan. 
Kata kunci yang menjadi fokus kaderisasi adalah masa 
depan, pendidikan, simultan, dan sinergisitas. Secara garis 
besar, empat kata itulah yang dapat mewakili kaderisasi. 
Adanya proses pendidikan simultan untuk mendidik kader-
kader secara kolektif yang akan membentuk sinergisitas 
dalam gerak organisasi di masa depan. Karena kader harus 
berkualifikasi, maka dibutuhkan pendidikan. Karena 
pendidikan harus mencakup aspek yang komprehensif, maka 
dibutuhkan usaha jangka panjang dan berkelanjutan. 
Mengingat organisasi membutuhkan kerjasama, maka 
pembentukan kader harus melahirkan kesadaran dan 
kepemimpinan kolektif antar personal. Dan hasil yang 
diharapkan adalah tumbuhnya sinergitas antar pemimpin. 
Tidak hanya sinergisitas kerja, namun juga sinergis dalam 
bentuk keselarasan hati, sikap saling mengerti, dan mampu 





Dari pemikiran di atas inilah ruh kaderisasi akan dimulai. 
Potensi dan tantangan sebuah proses kaderisasi memang 
selalu terasa lebih berat, namun janji balasan Tuhan berupa 
para penerus masa depan akan mampu menjadi obat 
lelahnya perjuangan ini. Terlalu banyak kegelisahan 
individual yang tersebar di masyarakat ini. Sekaranglah 
saatnya menyatukan kegelisahankegelisahan tersebut 
menjadi sebuah kepedulian kolektif yang akan 
meninggalkan jejak nyata perubahan masa depan. 
Kaderisasi haruslah holistik.Banyak aspek yang harus 
dikembangkan dan tersentuh oleh kaderisasi untuk 
menghasilkan kader yang ideal. Aspek tersebut adalah 
1. Fisikal (kesehatan) 
2. Spiritual (keyakinan, agama, nilai) 
3. Mental (moral dan etika, softskill, kepedulian) 
4. Intelektual (wawasan, keilmuan, keprofesian) 
5. Manajerial (keorganisasian, kepemimpinan) 
Dari setiap aspek yang dikembangkan, harus ada sinergi 
dan keseimbangan agar tiap aspek bisa menunjang aspek 
yang lainnya sehingga potensi si kader teroptimalisasi. 
c. Bentuk Kaderisasi Partai Politik  
1. Kaderisasi pasif 
Kaderisasi pasif dilakukan secara insidental dan 
merupakan masa untuk kenaikan jenjang anggota.Pada 
momen ini, anggota mendapatkan pembinaan ‗learning 
to know„ dan sedikit ‗learning to be‟. Pembinaan pasif 
sangat penting dan efektif dalam pembinaan dan 
penjagaan. 
2. Kaderisasi aktif 
Kaderisasi yang bersifat rutin dan sedikit abstrak, karena 
pada kaderisasi ini, anggotalah yang mencari sendiri 





pembinaan „learning to know‟, „learning to do‟, dan 
„learning to be‟ sekaligus. Maka dalam hal ini sangat 
penting untuk dipahami, bahwa setiap rutinitas kegiatan, 
haruslah memberdayakan potensi anggota sekaligus 
menjadi bentuk pembinaan dan pengembangan aktif bagi 
anggota. Kaderisasi ini sangat baik dalam proses 
pembinaan, penjagaan, dan pengembangan secara 
sistematis. 
d. Instrumen Terlibat Dalam Kaderisasi Partai Politik  
Anggota Partai adalah Warga Negara Republik Indonesia 
yang setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 
dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan 
sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota. 
Kader Partai adalah anggota Partai yang merupakan 
tenaga inti dan penggerak Partai. Pembentukan Kader Partai 
dilaksanakan melalui seleksi Kaderisasi secara berjenjang 
didalam pendidikan dan latihan kader. 
1. Strata Kader Partai : 
a. Kader Penggerak. 
b. Kader Pratama. 
c. Kader Muda. 
d. Kader Madya. 
e. Kader Utama. 
f. Kader Manggala. 
2. Kader Partai dipersiapkan untuk menjadi: 
a. Calon Pengurus Partai 
b. Bakal calon Anggota DPR dan DPRD. 
c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah. 





3. Untuk mendapatkan kader-kader yang sesuai dengan 
anggota partai adalah sebagai berikut : 
a. Warga Negara Indonesia 
b. Berusia sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah 
menikah 
c. Bersedia mematuhi anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga serta ketentuan-ketentuan partai 
lainnya 
d. Bersedia menyatakan diri menjadi anggota partai 
politik 
e. Setiap Anggota berkewajiban mematuhi dan 
melaksanakan seluruh Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga, mematuhi dan melaksanakan 
keputusan Kongres dan ketentuan Partai lainnya, 
mengamankan dan memperjuangkan kebijakan 
Partai, membela kepentingan Partai dari setiap 
usaha dan tindakan yang merugikan Partai, 
menghadiri rapat-rapat dan kegiatan Partai, 
berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program 
perjuangan Partai, dan membayar iuran anggota 
(Hak Anggota). 
f. Setiap Anggota berhak memperoleh perlakuan 
yang sama, mengeluarkan pendapat baik lisan 
maupun tulisan, memilih dan dipilih, memperoleh 
perlindungan dan pembelaan, memperoleh 
pendidikan dan pelatihan kader, memperoleh 
penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri 
(Tata Tertib Berakhirnya Keanggotaan). 
g. Keanggotaan berakhir ketika anggota: 
Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara 
tertulis, diberhentikan, meninggal dunia, atau 
Pindah ke partai lain. 
Anggota dapat diberhentikan karena: Tidak lagi 





Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau Keputusan Kongres, 
atau Rapat Pimpinan Nasional, atau Melakukan tindakan 
atau perbuatan yang bertentangan dengan keputusan atau 
kebijakan Partai. 
Dari pembahasan tersebut dapat dilihat bahwa kaderisasi 
merupakan proses perjuangan seorang kader dimana ia 
dengan motivasi dan idealismenya yang tinggi diarahkan 
untuk memiliki karakteristik dan kualitas tertentu. Kaderisasi 
bukan merupakan proses yang cepat, akan tetapi berjenjang, 
sistematik, terus menerus dan cenderung memerlukan waktu 
yang cukup lama. Maka dari itu, kaderisasi pada setiap partai 
politik memiliki cara tersendiri untuk melatih kader mereka 
yang biasanya terkait dengan penanaman ideologi dan garis 
perjuangan partai. 
 
2. Partai Politik 
Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk 
turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. 
Dewsa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. 
sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan 
sendirinya ada. Kelahiranya mempunyai sejarah panjang, 
meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai poltiik 
merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, 
jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan ini 
baru ada di negara modern.
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             Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan 
membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-
orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan 
orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu 
pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan 
pelaksanaan keputusan. Menurut Miriam Budiardjo menyatakan 
“Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah 
suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya 
                                                          





mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. 
Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik 




Carl J. Friedrich menjelaskan bahwa “Partai politik adalah 
sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 
tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap  
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan 
penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya 
kemanfaatan yang bersifat idiil serta materiel”.
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Sigmund Neummann dalam buku karyanya, Modern 
Political Parties, mengemukakan “Partai politik adalah 
organisasi dari aktivis politik yang berusaha untuk menguasai 
kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui 
perwakilan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain 
yang mempunyai pandangan berbeda”.
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Giovanni Sartori (dalam prof. Miriam Budiarjo, 2008 hlm. 
404-405) partai politik adalah suatu kelompok politik yang 
mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, 




Undang-undang Nomor 2 Ayat 1 Tahun 2011 Tentang Partai 
Politik, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional 
dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara 
sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk 
memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, 
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan 27 
Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pacasila dan 
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Partai politik dibentuk dengan sengaja oleh sekelompok 
manusia yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang 
bersifat Nasional yang terbuka untuk semua kalangan orang 
untuk ikut andil dalam menjadi anggota partai dengan 
berpegang teguh pada pancasila UUD 1945, NKRI,dan Bhineka 
Tunggal Ika 
Berdasarkan beberapa kutipan di atas, dijelaskan bahwa 
partai politik merupakan wadah atau organisasi dari aktivis-
aktivis politik yang mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-
cita yang sama untuk mempertahankan kekuasaan pemerintahan 
dengan cara konstitusional dalam melaksanakan programmya. 
 
a. Dasar Hukum Partai Politik 
Menurut Undang-undang Kepartaian No. 2 Tahun 2011 
Pasal 2: 
1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 
30 (tiga puluh) orang warga negara Indonesia yang telah 
berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah 
dari setiap provinsi. 
(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didaftarkan oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang 
pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik 
dengan akta notaris. 
(1b) Pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang 
merangkap sebagai anggota Partai Politik lain. 
2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh 
perseratus) keterwakilan perempuan. 
3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus 
memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik 
tingkat pusat. 
4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling 





Partai Politik; (3) nama, lambang, dan tanda gambar 
Partai Politik; (4) tujuan dan fungsi Partai Politik; (5) 
organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan 
keputusan; (6) kepengurusan Partai Politik; (7) 
mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan 
jabatan politik; (8) sistem kaderisasi; (9) mekanisme 
pemberhentian anggota Partai Politik; (10) peraturan dan 
keputusan Partai Politik; (11) pendidikan politik; (12) 
keuangan Partai Politik; dan (13) mekanisme 
penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. 
5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menyertakan 
paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan 
perempuan. 
Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.Hh-04.Ah.11.01 
Tahun 2011Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran 
Penyesuaian Partai Politik Berbadan Hukum Dan Partai 
Politik Baru Menjadi Badan Hukum Berdasarkan Undang-
Undang 29 Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai 
Politik. 
b. Tujuan Partai Politik  
Dibentuknya partai politik di berbagai Negara 
mempunyai tujuan masing-masing sesuai dengan cita-cita 
dari partai politik tersebut yang diinginkan, tujuan partai 
politik dibedakan menjadi dua bagian yaitu tujuan secara 
umum dan tujuan secara khusus, dalam Undang-Undang 
Nomor 2 pasal 10 Tahun 2008 tentang partai politik, tujuan 
umum partai politik meliputi : 
1) mewujudkan cita-cita Nasional Bangsa Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-





2) menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
3) mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan 
Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat 
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
4) mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Tujuan umum partai politik, tidak terlepas dari tujuan 
khusus partai politik meliputi: 
a) meningkatkan partisipasi politik anggota dan 
masyarakat dalam rangka. 
b) penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. 
c) memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam 
kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. 
d) membangun etika dan budaya politik dalam 
kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara. 
c.Kedudukan Partai Politik  
Kedudukan partai politik adalah sebagai organisasi 
politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk 
dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok 
yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan 
kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan 
merebut kedudukanpolitikbiasanya dengan cara 
konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan 
mereka. 
d. Fungsi Partai Politik 
Sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 2 Pasal 11 Tahun 2008 Tentang Fungsi Partai 
Politik, penjelasan tentang fungsi partai politik adalah 
sebagai berikut: 
1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar 





kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara; 
2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan 
kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan 
masyarakat; 
3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik 
masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan 
kebijakan negara; 
4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan 
5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik 
melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan 
kesetaraan dan keadilan gender.  
 
3. Wakil Masyarakat  
Pengertian konstituen di Indonesia sampai hari ini terdapat 
beberapa pendapat antara lain: Pemilih di daerah pemilihan, 
pendukung partai poitik, pemberi mandat pihak yang 
harusdiberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili 
atau kelompok sasaran yang harusdilayani oleh partai atau 
anggota parlemen (Konsolidasi Demokrasi, 2005). 
Dalam hal ini tidak akan mempersoalkan defenisi konstituen 
mana yang paling sah, akan tetapi lebih memilih satu pengertian 
dari beberapa pengertian seperti tersebut di atas agar penulis 
mengetahui yang dimaksud dalam terkait dengan konstituen. 
Dalam hal ini yangdimaksud Konstituen adalah Pemilih di 
Daerah Pemilihan.Konstituen di era reformasi memegang peran 
penting dalam ikut mewarnai perkembanganpartai politik. 
Semakin besar konstituen yang mendukung dalam pemilihan 
umum legislatif,semakin besar pula partai tersebut mempunyai 
akses dan aset dalam kekuasaan, semakinkuat pengaruhnya di 
publik serta semakin stabil kepengurusan partainya. Sebaliknya, 
apabilapartai mendapatkan mandat yang kecil dari konstituen, 
semakin kecil juga pengaruh terhadap pemanfaatan akses dan 





mempengaruhikebijakan publik dan rentan terhadap konfik 
internal partai.Sifat dukungan konstituen di Indonesia sampai 
saat ini masih sangat labil, karena meskisebagian besar 
konstituen adalah anggota partai, tetapi karakter 
keanggotaannya menggantung ke atas. Artinya di dalam internal 
partai anggota tidak memegang peran penting dalampenentuan 
kebijakan partai atau arah kebijakan partai lebih banyak 
ditentukan dari atas. 
Dukungan konstituen terhadap partai politik setiap saat dapat 
berubah tergantung kepentingan sesaat konstituen, issu aktual 
yang berkembang di publik dan pemahaman konstituen 
terhadap situasi aktual partai. Dukungan konstituen yang labil 
seperti tersebut di atas berpengaruh terdapat perkembangan 
partai politik, dimana arah perkembangannya lebih banyak 
dipengaruhi dari fakto reksternal, seperti: media massa yang 
menguasai opini publik dan money politik yangdapat memenuhi 
tuntutan kebutuhan pragmatisme pemilih. Sedangkan idiologi, 
program,kompetensi dan manajemen partai belum banyak 
berpengaruh terhadap arah kebijakan danperkembangan partai 
politik. 
Masing-masingkarakter konstituen mempunyai kekuatan dan 
kelamahan sendiri-sendiri, antara lain : 
1. Kekuatan pada karakter konstituen konservatif adalah 
mempunyai loyalitas tinggi,tidak mudah tergoyahkan atas 
pilihan yang telah ditetapkan, rela berkorban (materi, 
waktu maupun fasilitas lain) untuk mendukung 
pilihannya dan dari awal pilihannya mudah dikenali oleh 
partai politik. Sedangkan kelemahannya adalah 
cenderung bekerja dengan irama dan logikanya sendiri, 
meremehkan pendukung lain terutama pendukung yang 
rasional apalagi yang pragmatis, mudah tersinggung 
apabila keinginannya tidak terakomodir. 
2. Pada Konstituen Rasional kekuatannya adalah dapat 
menjelaskan pada orang lain dengan argumen yang 





mudah dikoordinasikan, begitu sudah yakin dengan  
pilihannya ia akan menjadi corong partai yang baik. 
Kelemahannya, selalu melemparkan pertanyaan-
pertanyaan kritis yang  kemudian sering menjadi pangkal  
kesalah pahaman, menjaga jarak dengan partai. 
3. Sementara pada konstituen pragmatis kekuatannya adalah 
kemauannya mudah dikenali, tidak mudah tersinggung, 
sepak terjangnya mudah diukur. Sedangkan 
kelemahannya adalah tidak dapat diandalkan, 
menentukan pilihannya di saat-saat terakhir, bekerja 
berdasarkan perspektinya sendiri. Karakter konstituen 
seperti tersebut di atas juga mengalami perubahan secara 
dinamis sesuai dengan tuntutan kebutuhan konstituen, 
kondisi aktual partai politik, opini publik dankodisi 
sosial, ekonomi dan politik lokal, regional dan nasional. 
 
F. Definisi Operasional 
        Untuk memudahkan pengamatan dan pengukuran variabel 
pada penelitian ini, maka variabel yang ada perlu didefinisikan 
secara operasional sebagai berikut. 
1. Perilaku adalah gejala yang benar-benar dapat diamati. 
Pembahasan perilaku tidak saja terbatas pada perilaku 
perorangan saja, akan tetapi dapat juga mencakup kesatuan-
kesatuan yang lebih besar, dalam hal berkaitan dengan perilaku 
anggota dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai kader 
parpol dan wakil rakyat. 
2. Anggota dewan adalah bagian tubuh majelis atau badan yang 
terdiri atas beberapa anggota yang pekerjaannya memberi 
nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan 
berunding. Salah satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (disingkat DPRD) merupakan lembaga perwakilan 






3. Kader parpol adalah individu atau orang yang diharapkan dapat 
memegang peranan penting dalam sebuah organisasi partai 
politik tertentu.Anggota Dewan sebagai kader parpol berfungsi: 
a.Mediator komunikasi politik 
b. Mediator sosialisasi politik 
c.Mediator rekrutment politik 
d. Pengatur konflik. 
4. Fungsi Anggota dewan sebagai wakil masyarakat merupakan 

























Perilaku Anggota Dewan Dalam Menjalankan Fungsi 
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